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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif - -
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S Es dengan titik di atas
z Jim J Je
z Ha’ H Ha dengan titik di bawah
z Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet dengan titik di atas
J Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Esdan ye
o= Sad S Es dengan titik di bawah
o Dad D De dengan titik di bawah
L Ta T Te dengan titik di bawah
L Za Z Zet dengan titik di bawah
& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge

viii




o Fa F Fa

) Qaf Q Qi

&l Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

8 Nun N En

B) Wau W We

o Ha’ H Ha

¢ Hamzah ’ Apostrof
$ Ya’ Y Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda
).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i fathah a a
| kasrah i i
i dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

s fathah dan ya’ ai adani

o

* fathah dan wau au a dan u




Contoh:
s -kaifa

Jsa: haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
< ... | v ... | fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
— kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
):’ dammah dan wau u u dan garis di atas

< mata

@D rama
J2 :gila

&by yamiitu
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swi. = subhkanahi wa ta ‘ala
saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
as = ‘alazhi al-Salam
= Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
| = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w = Wafat Tahun

QS .../...: 4= QS al-Bagarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Asir Arfah, 2022 “Nalar Fikih Dalam Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di
KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu”. Tesis Program Studi Hukum
Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh
M. Zuhri Abu Nawas dan Firman Muh. Arif.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pencatatan pernikahan yang
menjadi persyaratan diakuinya sebuah perkawinan di Indonesia. Dalam Kompilasi
Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan di hadapan dan
di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah untuk terjaminnya
ketertiban perkawinan. Kementerian Agama telah membuat sebuah sistem aplikasi
berbasis website yang bernama SIMKAH (Sistim Informasi Manajemen Nikah)
khususnya yang beragama Islam dan akan mencatatkan pernikahannya di KUA.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pencatatan pernikahan
sebelum dan sesudah menggunakan SIMKAH di KUA Kecamatan Bua
Kabupaten Luwu dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam
pencatatan perkawinan melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten
Luwu, serta bagaimana nalar fikih mengenai pencatatan nikah berbasis SIMKAH.

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan
jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan
yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Sumber data yang digunakan
yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah yang sebelumnya
dilakukan secara manual sementara saat ini pencatatan nikah dilakukan dengan
aplikasi SIMKAH berbasis website yang dilengkapi dengan database, barcode
yang saat discan akan muncul data-data terkait pencatatan perkawinan milik
kedua pengantin dan kartu nikah digital. Di KUA Kecamatan BUA Kabupaten
Luwu, SIMKAH mampu diakses oleh masyarakat. Penerapan SIMKAH pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu secara umum sudah
optimal dan efektif dilaksanakan. Kelebihan dari SIMKAH dibanding pencatatan
manual pun dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan dan pegawai
KUA sebagai pemberi layanan, di antaranya: dengan SIMKAH dapat
mempercepat pelayanan, efesiensi waktu dan kerja pegawai pencatat nikah,
meminimalisir kesalahan dan pemalsuan data, dan kesesuaian data pada buku
nikah dengan dokumen lainnya. Hambatan dan tantangan dalam penerapan
SIMKAH yaitu adanya gangguan jaringan internet baik lokal ataupun server pusat
sehingga tidak siap menampung data yang banyak dari bawah sehingga
pengiriman data kadang-kadang tidak bisa dilakukan. Pencatatan nikah
merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga Islam yang harus dipenuhi sebab
mengandung nilai-nilai kemaslahatan sesuai dengan tuntutan magasid syari’ah.

Kata Kunci: Nalar Fighi, Pencatatan Nikah, SIMKAH

XVi



ABSTRACT

Asir Arfah, 2022 "Fikih Reasoning in Marriage Registration through SIMKAH at
KUA Bua District, Luwu Regency". Postgraduate Islamic Law Study
Program Thesis of Palopo State Islamic Institute. Supervised by M. Zuhri
Abu Nawas and Firman Muhammad Arif.

This research is motivated by the problem of marriage registration which is a
requirement for recognition of a marriage in Indonesia. In the Compilation of
Islamic Law it is explained that the purpose of registration which is carried out
before and under the supervision of a Marriage Registrar (PPN) is to ensure
marriage order. The Ministry of Religion has created a website-based application
system called SIMKAH (Marriage Management Information System), especially
for those who are Muslim and will register their marriage at the KUA. The
purpose of this study is to find out how to register marriages before and after
using the marriage management information system (SIMKAH) at KUA Bua
District, Luwu Regency and to find out the inhibiting factors in registering
marriages through the marriage management information system (SIMKAH) at
KUA Bua District, Luwu Regency, as well as how fighi reasoning regarding
SIMKAH-based marriage registration

Based on the type of data used in this study, the authors used a qualitative
research type. Data collection techniques used are documentation, observation and
interviews. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation,
and verification. The data sources used are primary data and secondary data.

The results of the study show that previously marriage registration was done
manually while currently marriage registration is done using the website-based
SIMKAH application which is equipped with a database, a barcode which when
scanned will appear data related to the marriage registration of the two brides and
digital marriage cards. At the KUA BUA District, Luwu Regency, the public can
access simkah. The application of SIMKAH at the Office of Religious Affairs in
Bua District, Luwu Regency, has been optimally and effectively implemented.
The advantages of SIMKAH compared to manual recording are also felt by the
community as service recipients and KUA employees as service providers,
including: with SIMKAH it can speed up service, time and work efficiency of
marriage registrar employees, minimize errors and falsification of data, and
suitability of data in the marriage book with other documents. Obstacles and
challenges in the implementation of SIMKAH are internet disturbances, both local
and central servers, so that they are not ready to accommodate large amounts of
data from below, so data transmission is sometimes not possible. Registration of
marriage is a form of renewal of Islamic family law that must be fulfilled because
it contains beneficial values in accordance with the demands of maqasid syarT'ah.

Keywords: Reasoning Fikih, Marriage Registration, SIMKAH
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan manusia,
karena perkawinan menjadi pintu pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara
sah dan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang
memiliki kehormatan. Oleh karena itu pembahasan perkawinan dan hukum-

hukum yang mengaturnya memiliki kedudukan yang amat penting dalam Islam.

Perkawinan merupakan persoalan mendasar bagi keberadaan manusia,
karena selain perkawinan sebagai pintu untuk membentuk keluarga, perkawinan
juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, yang mencakup hubungan
keperdataan, bahkan perkawinan juga mengandung unsur kesucian dan sakralitas,
khususnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya.! Agama memandang
perkawinan sebagai hal yang sakral (suci) yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan
Hadis Nabi Muhammad saw. Pernikahan adalah jalan yang sah untuk membangun
rumah tangga dan keluarga yang bahagia di mana kedua pasangan dapat
diandalkan dan penuh perhatian dalam mengemban amanah dan tanggung jawab
masing-masing. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan
tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk

! Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan
Figh dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Citra Utama, 2018), h.29



membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk penduduk yang beragama Islam, penyelesaian perkawinan
dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan untuk non-
Muslim diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nilai-nilai dan
norma hukum terakomodir dalam undang-undang perkawinan, sehingga kualitas
dan standar dalam pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan apa

yang diinginkan oleh ajaran Islam.

Perkawinan juga merupakan proses menuju sebuah pembentukan keluarga
yang sah baik itu secara agama maupun aturan negara. Secara agama pernikahan
akan sah jika dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat sah nikah, yakni
dinikahkan oleh wali dari calon mempelai wanita dan disaksikan oleh dua orang
saksi laki-laki baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, kemudian ada mahar.
Namun dalam hal ini tidak serta merta akan sah juga secara administrasi tanpa
adanya pendaftaran terlebih dahulu pada kantor urusan agama setempat, yang
nantinya akan diinput dalam pencatatan nikah berbasis aplikasi secara online yang
disebut dengan SIMKAH website. Masalah pencatatan perkawinan yang
merupakan prasyarat sah untuk perkawinan di Indonesia adalah hal yang sangat
penting dan krusial dalam pembahasan mengenai perkawinan, baik secara konsep
pemikiran maupun secara operasional. Hazairin dan Marwin mengatakan bahwa
pencatatan merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan karena sesuai dengan

syariat Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi saw. Namun tidak sedikit



dipihak yang lain menganggap bahwa pencatatan nikah tidak lebih hanya

berfungsi sebagai tertib administrasi saja.

Dalam suatu negara yang teratur, semua hak istimewa yang berhubungan
dengan kependudukan harus dicatat, misalnya kelahiran, perkawinan, kematian,
dan lain-lain. Dengan demikian untuk menjaga timbulnya permasalahan/mudarat,
maka pernikahan perlu dicatat. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2)
yang menyatakan: Setiap perkawinan dicatat dengan peraturan dan pedoman yang
sesuai.® Meskipun Undang-Undang ini telah mengalami perubahan dari segi usia
perkawinan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keharusan
pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam fikih klasik karena memang tidak
menjadi penunjang, syarat maupun rukun pernikahan. Namun dalam UU No. 1
Tahun 1974 jo. Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 5, 6 dan 7 KHI
disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat karena

bertujuan untuk ketertiban administrasi.

Hal ini juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa alasan
pencatatan dihadapan dan di bawah pengawasan pencatat nikah (PPN) adalah

untuk menjamin efisiensi hubungan dan hubungan yang dilakukan di luar pencatat

2 Marwin, “Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan
Konstitusi”, Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, 2018.https://media.neliti.com, h. 5.

3 Khairuddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan
Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009), h.336



nikah tidak memiliki kekuatan hukum, sebab perkawinan harus dibuktikan dengan

akta nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN).*

Untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai penghulu dalam melakukan
pencatatan dan pengawasan di kecamatan, maka pemerintah dalam hal ini
Kementerian Agama telah membuat sebuah sistim aplikasi berbasis website yang
disebut SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nkah) khususnya yang beragama
Islam dan akan mencatatkan pernikahannya di KUA. Tujuan dibuatnya aplikasi
ini ialah untuk memudahkan dalam pencatatan dan pendaftaran nikah bagi calon
pengantin. Sesuai dengan pengertian maslakzah yang merujuk pada hukum
kemaslahatan umat. Namun demikian, meskipun sistim ini dirancang untuk
memudahkan para calon pengantin dalam mengurus administrasi pendaftaran dan
pencatatan pernikahan tetapi masih terdapat kendala yang dialami di lapangan

seperti halnya di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Proses pendaftaran nikah Kkini telah digarap dengan sebuah aplikasi
bernama Sistem Informasi Manajemen Nikah yang disingkat SIMKAH. SIMKAH
tidak diragukan lagi merupakan strategi penting Ditjen Bimas Islam sejak
beberapa tahun terakhir untuk membangun kembali pandangan dunia administrasi
KUA di masa komputerisasi. Sejak awal pembenahan organisasi perkawinan
sudah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen

Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Umat Islam. Pada tahun 2006, setelah

4 Khairuddin Nasution, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan
Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, h. 338.



Bimas Islam berpisah dari Direktorat Jenderal Haji dan Umrah, pelayanan
administrasi berbasis teknologi adalah tekad yang semakin kuat untuk
diwujudkan. Dan memang telah lahir sebelumnya SIMBIHAJ (Sistem Informasi
Manajemen Bimbingan Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk)

dan SIKUA, terakhir SIMKAH yang digagas.

SIMKAH ini merupakan perkembangan paling mutakhir dalam
meningkatkan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani
perkawinan, baik perkawinan dini maupun perkawinan kedua serta
pengumuman/pemberitahuan  kehendak  perkawinan secara luas dan
usul/rekomendasi pindah nikah dengan menggunakan SIMKAH web. Sistem
Informasi Manajemen Nikah atau Simkah merupakan program Aplikasi Komputer
berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan informasi perkawinan dari
seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia baik secara online maupun secara ofline. Seluruh data akan tersimpan
rapi dan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota, di Kanwil Provinsi, dan di
lingkungan Bimas Islam. Untuk membuat laporan dan berbagai analisa, maka
informasi/data nikah ini sangat diperlukan. Ada 2 target utama yang harus dicapai,
yaitu kebutuhan akan kerangka informasi/data yang seragam dan penguatan

informasi yang terkoordinasi.”

® Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen
Nikah (Simkah)”.Jurnal Hukum. Vol. 3, No. 1, Januari, 2018.



Konsistensi informasi diperlukan karena diharapkan informasi/data
pernikahan dapat efisien dan lebih efektif sehingga penanganannya lebih mudah,
terlebih lagi melalui sebuah program yang memadai dan lebih menarik, sehingga
penanganannya menjadi lebih sederhana. Kebutuhan backup informasi/data
adalah suatu usaha untuk menyimpan dan mengumpulkan informasi dari berbagai
permasalahan yang dialami seperti bencana alam, dan lain-lain. Dengan adanya
Program SIMKAH, informasi atau data-data KUA di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia diharapkan dapat seragam dan modern sehingga dapat
dianalisa secara cepat, akurat dan efesien. Program Simkah ini dimaksudkan agar
tidak sulit digunakan untuk semua kalangan, baik sebagai pengguna pemula
maupun orang-orang yang sudah tahu dan mahir tentang komputer. Kemampuan
dan keunggulan SIMKAH diantaranya adalah membangun Sistem Informasi
Manajemen Perkawinan yang tercatat di seluruh KUA, membangun kerangka
database dengan menggunakan inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan
pengurus dan pimpinan, membuat landasan organisasi yang terkoordinasi antara
KUA di tingkat lokal kepada Kantor Pusat, memperkenalkan informasi yang cepat
dan tepat serta bekerja sama dengan bagian administrasi, pengendalian dan
pengawasan, serta administrasi bagi masyarakat luas untuk mendapatkan data

yang lengkap, cepat dan tepat.°

® Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen
Nikah (Simkah)”.Jurnal Hukum. Vol. 3, No. 1, Januari, 2018.



Salah satu manfaat dan kelebihan dari aplikasi ini khususnya dalam
pencatatan nikah adalah administrasi dapat tercover dengan lebih tertib dan lebih
sistematis karena berbasis komputer. Dulu aplikasi ini masih sangat longgar. Yang
kami maksud longgar di sini adalah belum adanya acuan khusus dalam mengentri
data calon pengantin (catin). Tidak ada referensi yang baku, misalnya mengikuti
informasi yang tercatat dalam ijazah sekolah. Pasangan Catin diperbolehkan untuk
memilih identitas mana yang akan digunakan sebagai informasi untuk membuat
surat nikah. Meski demikian, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, maka identitas yang tertulis dalam akta nikah
diharapkan sesuai dengan data dari Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini karena
informasi KTP tersebut memuat NIK yang merupakan nomor pokok serta
keterangan ahli yang telah terdaftar sebagai penduduk warga Negara. Pasal 64
Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013). Praktek
pengorganisasian kependudukan yang berlaku di KUA Kecamatan Bua
Kabupaten Luwu dalam proses pencatatan perkawinan sudah terfasilitasi dengan
sangat baik. Fasilitas ini adalah dengan munculnya aplikasi Sistem Informasi

Manajemen Perkawinan atau SIMKAH.

Aplikasi SIMKAH berawal dari sistim informasi manajemen nikah
berbasis desktop kemudian meningkat kepada SIMKAH yang berbasis website.
SIMKAH yang berbasis website ini tergolong masih baru dan penerapannya pun
dapat ditemukan pada sebagian besar Kantor Urusan Agama yang sudah memiliki

jaringan internet dari seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Pengaruh



jaringan internet yang yang membuat SIMKAH belum dapat diakses terutama
Kantor Urusan Agama yang terletak di pelosok-pelosok yang belum memiliki
jaringan/sambungan internet. Untuk itu penerapan SIMKAH berbasis website ini
hanya dapat ditemukan pada Kantor Urusan Agama yang sudah terkoneksi dengan
jaringan internet. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu adalah
salah satu Kantor Urusan Agama yang sudah menerapkan SIMKAH secara online.
Informasi secara online yang sangat besar manfaatnya dapat membantu bagi
Kantor Urusan Agama dalam melakukan manajemen nikah, misalnya
mengumpulkan dan merekap data-data pernikahan yang sudah dilaksanakan,
menerima permohonan dan pengajuan pendaftaran dari calon pasangan nikah.

Selain itu dapat pula dimanfaatkan untuk mendata kasus-kasus talak dan rujuk.

Menurut keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, sistem
informasi online yang digunakan di Kantor Urusan Agama tersebut tidak hanya
dalam bidang pernikahan, talak dan rujuk. Tetapi juga pada bidang-bidang yang
lainnya. Kaitannya dengan sistim informasi manajemen nikah, maka Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bua memberikan pelayanan yang maksimal dengan
menyediakan pelayanan yang cepat dan penyimpanan data yang lebih aman.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan dari sistim informasi manajemen
nikah adalah sebagai media pendataan baik bagi pasangan yang sudah menikah

maupun bagi pasangan yang akan mendaftarkan pencatatan pernikahannya.

Kehadiran SIMKAH diharapkan dapat mempermudah bagi masyarakat
yang akan mencatatkan pernikahannya, sehingga pernikahannya benar-benar sah

secara agama dan juga diakui oeh Negara dengan tercatatnya di KUA. Dengan



adanya aplikasi SIMKAH sebagaimana yang telah diberlakukan di KUA
Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dapat meminimalisir terjadinya kesalahan
penulisan pada kutipan akta nikah (buku nikah) sebagaimana yang biasa dijumpai
pada buku nikah yang d terbit sebelum diberlakukannya SIMKAH. Berkas-berkas
dari calon pengantin akan di input kedalam SIMKAH website sebagai pencatatan
dalam bentuk database. Pada pencatatan ini nomor KTP dan KK harus terdaftar
pada dukcapil sehingga data akan disinkronkan secara langsung melalui validasi
NIK kedua calon pengantin, orang tua dan wali nikah. Demikian pula kesesuaian
penulisan nama di KTP dan berkas lainnya seperti akte kelahiran dan ijazah.
Kendati telah dimudahkan dalam pengimputan berkas nikah bagi calon pengantin
melalui SIMKAH, namun masih saja terdapat kekurangan dan masalah yang
ditemui petugas dilapangan khususnya petugas administrasi di KUA Kecamatan
Bua, seperti adanya calon pengantin yang tidak melengkapi berkas atau terkendala
pada kelengkapan berkas seperti KTP yang masih belum diaktifkan atau tidak
terdaftar secara database sehingga calon pengantin harus mengurus ulang pada
dukcapil untuk mengaktifkan kartu tanda penduduknya, kemudian status di kartu
keluarga yang tidak terbaca, hal ini juga mengharuskan calon pengantin untuk
kembali ke dukcapil mengaktifkan kartu keluarganya. Berangkat dari
problematika ini menjadi salah satu alasan peneliti untuk menggali lebih dalam
mengenai Nalar Fikih dalam Pencatatan Nikah melalui SIMKAH di KUA

Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
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B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pencatatan perkawinan sebelum dan setelah menggunakan

SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu?

2. Faktor apa yang menghambat dalam pencatatan perkawinan melalui

SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu?

3. Bagaimana nalar fikih dalam pencatatan nikah berbasis SIMKAH?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan pernikahan sebelum dan sesudah

menggunakan SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pencatatan perkawinan

melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

3. Untuk mengetahui nalar fikih dalam pencatatan nikah berbasis SIMKAH.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Aspek Teoretis; Menambah wawasan keilmuan tentang sistim

pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH berbasis website, sebab dewasa



11

ini hampir semua pekerjaan di kantor akan terintegrasi dengan sistim (berbasis
online), sehingga diharapkan dari penelitian ini pula dapat menjadi bahan
masukan bagi peneliti yang lain yang penelitiannya memiliki hubungan atau

keterkaitan dengan hasil penelitian ini.

2. Aspek Praktis; Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat
berfungsi sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan sebuah kebijakan dan teknis
pelaksanaan dari kebijakan tersebut dilapangan, lebih khusus mengenai pencatatan
pernikahan melalui SIMKAH yang berbasis website. Bagi jurusan, hasil penelitian
ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam studi
implementasi kebijakan dan dapat menjadi sumbangan dalam bidang ilmu hukum
Islam. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam pencatatan pernikahan melalui

SIMKAH yang berbasis website.
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KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan pencatatan nikah melalui simkah di kua kecamatan bua
kabupaten luwu.

Muhammad Khairil Anwar di tahun 2020 meneliti tentang “Efektivitas
Penggunaan Simkah Online dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di
Kua Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur”.
Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa diantara fungsi penerapan aplikasi
SIMKAH online dalam pencatatan pernikahan sebagai tertib administrasi yang
diteliti pada sepuluh kantor urusan Agama Kecamatan adalah sebagai penerapan
hukum keluarga (ahwal al-syakhsiyah) bagi masyarakat muslim dengan mengikuti
dan mensosialisasikan secara terus menerus tehnik peraturan yang berlaku demi
suksesnya program tersebut. Faktor yang menjadi penghambat bagi penerapan
aplikasi SIMKAH online diantaranya adalah: masih lemahnya kondisi jaringan
internet, sarana pendukung teknologi yang belum tersedia secara memadai, tenaga
SDM operator yang masih terbatas, persyaratan administrasi sebagai kelengkapan
berkas bagi para pendaftar kehendak nikah (catin) yang masih kurang. Namun
demikian secara garis besarnya dapat dikatakan bahwa efektivitas penerapan

aplikasi SIMKAH online dalam tertib administrasi pencataan pernikahan sudah

12
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efektif dan dapat menghadirkan rasa keamanan, kenyamanan dalam memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat serta kemudahan dalam mengakses data.t

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan
penulis teliti diantaranya sama-sama menelti tentang penggunaan SIMKAH.
Persamaan yang kedua penggunaan metode kualitatif. Adapun perbedaannya
terletak pada substansi dan lokasi penelitian, peneliti mengambil lokasi di
Kabupaten Lombok Timur sedangka penulis mengambil lokasi di Kabupaten

Luwu.

Awen Tongkonoo dan Ajub Ishak, 2020 dengan judul, “Optimalisasi
Pencatatan Pernikahan Melalui SIMKAH website di Kabupaten Bone Bolango”.2
Aturan pencatatan pernikahan yang sebelumnya diatur pada Peraturan Menteri
Agama nomor.19 tahun 2018 telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama
nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Pada PMA tersebut telah
diatur mengenai keharusan pencatatan pernikahan dilakukan melalui SIMKAH
berbasis website. Selanjutnya Bimas Islam menindaklanjutinya dengan surat
Dirjen Bimas Islam No. B.4708/DJ.111.11.2/HM.00/11/2018 tentang pemberlakuan
aplikasi SIMKAH berbasis website dan telah dicabut diganti dengan Keputusan

Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Sistem Informasi

! Muhammad Khairil Anwar, “Efektivitas Penggunaan Simkah Online Dalam Tertib
Administrasi Pencatatan Pernikahan Di Kua Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lombok Timur”. Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Mataram, 2020. http://etheses.uinmataram.ac.id/303/1/Muhammad%20Khairil%
20Anwar% 20180402009.pdf

2 Awen Tongkonoo dan Ajub Ishak, “Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui
Simkah Web di Kabupaten Bone Bolango”, As-Syams: Journal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2.
Agustus 2020, 12-20. Diakses dari https://e-journal.iaingorontalo.ac.id.


http://etheses.uinmataram.ac.id/303/1/Muhammad%20Khairil%25%2020Anwar%25%2020180402009.pdf
http://etheses.uinmataram.ac.id/303/1/Muhammad%20Khairil%25%2020Anwar%25%2020180402009.pdf
https://e-journal.iaingorontalo.ac.id/
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Manajemen Nikah Berbasis Website pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Pencatatan perkawinan seperti ini dinilai memiliki keunggulan dari pencatatan
secara ofline. Keunggulan yang dimiliki salah satunya adalah terintegrasinya
SIMKAH website ini dengan data SIAK Kemendagri, sehingga dapat mengecek
identitas mempelai dari berbagai kemungkinan. Peneltian ini mengkaji persoalan
mengenai bagaimana optimalisasi pencatatan perkawinan melalui SIMKAH
website di Kab. Bone Bolango dan bagaimana kendala dan Solusi dalam
mengoptimalkan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH website di Kab. Bone
Bolango.

Metode penelitian lapangan yang bersifat deskriftif yang digunakan dalam
penelitian ini, yakni peneliti berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan
fenomena yang tengah berkembang dengan cara terjun langsung ke lapangan,
dalam hal ini beberapa KUA di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bone
Bolango. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, jenis data
primer yang digunakan adalah hasil wawancara, sedangkan data sekunder yang
digunakan adalah arsip-arsip serta dokumentasi beberapa KUA di Kabupaten
Bone Bolango.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini ditemukan bahwa pencatatan
perkawinan di Kabupaten Bone Bolango belum optimal. Salah satu penyebabnya
belum diteruskannya secara berjenjang surat dirjen perihal pemberlakuan aplikasi
SIMKAH berbasis website, dan tidak adanya evaluasi dan monitoring secara
periodik terhadap pemberlakuan SIMKAH website sehingga berakibat pada

pemberlakuan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH website belum optimal,
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masih banyak yang perlu dimaksimalkan dalam mewujudkan transparansi
layanan.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan
adalah sama-sama meneliti tentang SIMKAH website. Sedangkan perbedaan
penelitian yang dilakukan Awen Tongkonoo dan Ajub Ishak dengan penelitian
yang peneliti teliti yaitu terletak pada substansi penelitian, jika Awen Tongkonoo
dan Ajub Ishak meneliti pada keefektifan SIMKAH dalam upaya pencegahan
manipulasi data, sedangkan substansi yang peneliti teliti adalah mengenai
perbandingan pencatatan nikah sebelum dan setelah penggunaan SIMKAH. Dan
juga yang menjadi titik perbedaan yaitu pada obyek penelitian, jika Awen
Tongkonoo dan Ajub Ishak obyek penelitiannya pada KUA di Kabupaten Bone
Bolango sedangkan yang peneliti teliti obyek penelitiannya terletak pada KUA
Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Fuad Riyadi, dalam jurnal berjudul: “Efektivitas Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus.” Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa: Praktik SIMKAH yang berlaku di KUA Kecamatan Mejobo
dalam proses pencatatan nikah telah terfasilitasi dengan sangat baik. Fasilitas ini
adalah dengan munculnya aplikasi SIMKAH. Penyebab terjadinya kesalahan
dalam penulisan data diri dalam data dukung seperti KTP, KK dan Akta
Kelahiran, menurut analisa penulis, kesalahan terjadi karena human error, adanya
ketidaktelitian dan kurang cermat dalam pekerjaannya sudah dipastikan akan

membuahkan pekerjaan yang kurang memuaskan. Sehingga SIMKAH belum
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efektif dalam Implementasi UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan berkaitan dengan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Mejobo
Kudus. Ada faktor internal maupun eksternal yang menghambat implementasi UU
No. 23 berjalanan secara efektif. Faktor eksternal KUA seperti dari calon

pengantin, petugas desa dan dinas lain.®

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan
penulis teliti diantaranya sama-sama meneliti tentang penggunaan SIMKAH
website. Persamaan yang kedua penggunaan metode kualitatif. Adapun
perbedaannya terletak pada substansi dan lokasi penelitian, peneliti mengambil
lokasi di Kecamatan Mejobo Kudus sedangkan penulis mengambil lokasi di
Kabupaten Luwu Kecamatan Bua.

B. Kajian Teori

1. Nalar Fikih

Kedudukan fikih di kalangan umat Islam memiliki peranan yang
signifikan. Fikih merupakan instrumen hukum untuk mengatur tata kehidupan
masyarakat. Perilaku kehidupan umat Muslim dalam segala aspeknya diatur oleh
hukum Islam. Bahkan, hukum Islam (fikih) mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat sebagai tuntunan dalam tuntutan dinamika realitas masyarakat dari

segala problematikanya yang sangat kompleks.

% Fuad Riyadi, “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam
Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus”,
Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 9, No. 2, Juli - Desember 2018, h.229.
http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Y udisia/article/view/4477/0.


http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/4477/0
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Kelahiran hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan realitas yang
berkembang di masyarakat, itu sebabnya fikih yang telah digagas oleh ulama
klasik perlu diuji relevansinya di setiap zamannya. Artinya, aktivitas ijtihad masih
membutuhkan elaborasi secara terus menerus sebagai solusi problematika di

setiap zamannya.

Hukum Islam atau fikih hendaknya sejalan dengan perkembangan zaman,
sehingga ia menjadi hukum yang bisa dimengerti dan bisa dijalankan (living law)
oleh masyarakat modern, tanpa adanya unsur pemaksaan dan pemberatan.
Tentunya, hal tersebut akan dapat tercapai, jika hukum itu lahir selalu bersifat
“sensitifresponsif” terhadap perubahan-perubahan sosial yang mengitarinya.
Terkait kecenderungan corak perubahan, berarti bahwa penyempurnaan konsep
hukum masyarakat yang akan berkembang di masa sekarang maupun masa depan,
para ahli ilmu sosial mengatakan bahwa hal itu ditandai dengan beberapa trend

dominan dan objektif, yang antara lain adalah:*

Pertama, terjadinya teknologisasi kehidupan yang berakibat pada revolusi
ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat teknologis ditandai dengan adanya
pembakuan kerja dan perubahan nilai, yaitu semakin dominannya pertimbangan
efisiensi dan produktifitas. Faktor efisiensi dan produktifitas merupakan aspek

paling dominan dalam pergerakan masyarakat teknologi.

Kedua, kecenderungan perilaku masyarakat yang semakin fungsional.

Masyarakat seperti ini ditandai dengan pola hubungan sosial yang hanya dilihat

4 Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Cet.2 (Jakarta:
Penamadani, 2005), h.203.
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dari sudut kegunaan dan kepentingan. Keberadaan seseorang sangat ditentukan
oleh seberapa jauh ia bermanfaat untuk orang lain. Tegasnya, akan terjadi
pergeseran pola hubungan sosial, perubahan hubungan yang bersifat personal dan

emosional ke hubungan yang bersifat efektif dan netral.

Ketiga, masyarakat padat informasi. Masyarakat seperti ini, keberadaan
seseorang sangat ditentukan oleh seberapa besar ia menguasi informasi. Proses
penguasaan informasi sangat ditentuakan oleh sistem nilai yang dibangun secara
objektif dan terbuka di tengah masyarakat. Masyarakat yang padat informasi akan
semakin bergerak ke depan apabila dia diatur oleh sebuah sistem yang terbuka dan
dijalankan secara efektif oleh masyarakat. Pada akhirnya akan tercipta budaya

yang menghargai pluralitas sosial.

Islam sebagai agama pamungkas, yang diyakini sebagai agama yang
salihun li kulli zaman wa makan ( JSas Ol S =lla ') tentunya diharapkan bisa
menyikapi perkembangan zaman tersebut dengan bijaksana. Gagasan untuk
merealisasikan slogan Islam agama yang up to date sesuai perkembangan zaman
sejalan dengan kaidah ushul, tagayyuru al ahkam bi tagayyuri al-azminah wa al-

amkinah ((4SeY) s daa 3Y) s alSal) ),

Setiap syari’at yang dibebankan kepada mukallaf seluruhnya mengandung
maslahat, tetapi bukan sebaliknya. Bagi mukallaf, maslahat yang terkandung
dalam setiap syari’at tersebut, adakalanya dapat diketahui melalui teks secara
langsung, dan adakalanya tidak dapat diketahui oleh manusia, karena masih

dirahasiakan oleh Allah swt.
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2. Pencatatan Pernikahan

a.  Pengertian Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan merupakan suatu pencatatan yang dilakukan oleh
otoritas negara, untuk itu Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertanggung jawab
sebagai perwakilan Negara yang menangani pencatatan pernikahan khususnya
yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menegaskan pada
pasal 5 ayat 2 bahwa yang bertugas mencatat perkawinan adalah pegawai pencatat
nikah (PPN) sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-

Undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.®

Sementara itu, Pasal 6 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan
bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di bawah pengawasan dan dihadapan
pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya, dalam pasal 2 dapat dipahami bahwa
pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah tidak
memiliki kekuatan hukum. Jika sebuah pernikahan tidak memiliki kekuatan
hukum yang sah, maka masa depan pernikahan dari calon pengantin akan

berisiko.

Tindakan pencatatan perkawinan merupakan kegiatan administratif agar
pernikahan yang dilaksanakan memiliki kekuatan hukum. Perkawinan dianggap

sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama dan kepercayaannya

5 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I,
“Kompilasi Hukum Islam,” (Jakarta, 2000), h.15

6 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I,
“Kompilasi Hukum Islam,” h.15
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sekaligus dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Ketentuan ini sesuai dengan
pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
Agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa pernikahan yang
terjadi tidak boleh bertentangan dengan standar dan norma Agama atau

kepercayaan dari kedua mempelai calon pengantin.’

Mencatat berarti memasukkan perkawinan dalam buku akta nikah kepada
masing-masing pasangan. Pencatatan nikah adalah bentuk administrasi negara
untuk menciptakan kesejahteraan dan ketertiban warga negaranya. Kutipan akta
nikah merupakan bukti nyata secara otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat
nikah, perceraian, dan rujuk. Pencatatan perkawinan adalah pendataan
administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN)
dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.® Dalam peraturan
perkawinan no. 1 Tahun 1974 pasal 1, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan
tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.’

" Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab |,
pasal 2, ayat 1 dan 2

8 Esti Indasari, “Pencatatan Perkawinan”, Jornal Hukum, 2019, diakses dari
https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan perkawinan, h.46.

® Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab |,
pasal 1.


https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan
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Sedangkan makna perkawinan dalam pasal 2 KHI, perkawinan menurut
Islam adalah perjanjian yang sangat kuat atau mzsagan galizan untuk tunduk pada
perintah Allah dan melakukannya adalah bentuk dari ibadah.’® Dengan demikian,
yang disebut pencatatan nikah adalah kumpulan administrasi perkawinan yang
disahkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah (PPN) dengan maksud
agar perkawinan di masyarakat tertib secara hukum, baik perkawinan yang
dilaksanakan oleh orang Islam berdsarkan hukum Islam maupun yang
dilaksanakan secara hukum diluar Islam bagi non muslim. Yang dimaksud dengan
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai yang berwenang untuk mencatat
pernikahan dan perceraian di KUA Kecamatan bagi yang beragama Islam dan

kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim.*
b.  Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Syari’at Islam pada awalnya tidak mengatur secara tegas, baik dalam al-
Qur'an maupun al-Hadis tentang pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai
alat bukti.’> Pencatatan nikah adalah salah satu perkara yang didiamkan oleh
Allah dan Rasulnya (tidak diatur secara rinci) bukan berarti hal itu terlupakan
akan tetapi ini merupakan rahmat dan kasih sayang Allah swt. Hal ini sesuai hadis

Nabi saw. riwayat al-Bathaqt dari Abu Sa’labah al-Husyani :

10Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.26.

IAbdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. 1, (Jakarta:
Kencana, 2006), h.14.

12 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),
h.107.
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Artinya:

Dari Abu Sa’labah al-Khusyani radiyallahu ‘anhu dari Rasulullah sallallahu
‘alathi wa sallam, beliau bersabda: ”Sesungguhnya Allah telah menetapkan
berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban itu.
Dia telah menetapkan batasan-batasan hukum maka janganlah Kkalian
melampauinya. Dia telah melarang beberapa hal maka janganlah kalian
melanggarnya. Dan Allah subhanahii wa ta’ala juga mendiamkan beberapa
perkara sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) bagi kalian bukan karena lupa,
maka janganlah kalian membahasnya (mencari-cari hukumnya). (HR. Al-
Baihagi).’?

Kendatipun demikian pencatatan nikah ini dapat digiyaskan kepada
perkara muamalah dalam hal mudayanah yang dilakukan tidak secara tunai untuk
waktu tertentu. Maslahah mursalah dapat pula menjadi landasan hukum
pencatatan nikah mengingat begitu banyaknya kemaslahatan yang dihasilkan dari

pencatatan nikah.

Pada prinsipnya pencatatan pernikahan merupakan hak dasar dalam
keluarga sebab mengandung banyak kemaslahatan dan merupakan upaya
perlindungan terhadap isteri dan keturunan (anak-anaknya) untuk mendapatkan

hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain sebagainya.

13 Ahmad bin Al-Husain bin ‘Ali bin Misa Al-Khurasani Al-Baihagi, As-Sunanu Al-
Kubra, Kitab. Ad-Dhahaya, Jilid 10, (Beirut-Libanon: Darul Fikr, t.th), h. 12,
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Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum mengenai pencatatan

pernikah di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengenai pencatatan Nikah, Talak

dan Rujuk menyebutkan:

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah,
diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama
atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan
menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan
kepada Pegawai Pencatat Nikah”.4

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, pada pasal 2

ayat 2 menyatakan bahwa:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku."*®

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor
1 Tahun 1974, yakni pada bab Il pasal 2 :
ayat 1:
"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya
menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana
dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak,
dan Rujuk."

Ayat 2:

14 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk, pasal 1, ayat 1.

15 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab
I, pasal 2, ayat 2

16 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama R.l, Peraturan
Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, (Jakarta, 2008), h.272.
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"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya
menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan
oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatn Sipil sebagaimana
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan
perkawinan."

Pasal 6 Ayat 1.

“Pegawai  Pencatat yang menerima pemberitahuan  kehendak
melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-sayart perkawinan
telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut
Undang-Undang.”

Ayat 2: “Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Pegawai Pencatat meneliti pula:

a) Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal
tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat
keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang
diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat
tinggal orang tua calon mempelai;

c) lzin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3),
(4), dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau
keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

d) lIzin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 14 Undang-Undang, dalam hal
calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang;
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e) lzin kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian
surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau
lebih;

f) lzin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab,
apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan
Bersenjata;

g). Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat,
apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir
sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada

orang lain.

4. Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019, tentang pencatatan
perkawinan.

Ketentuan atau peraturan-peraturan tentang pencatatan perkawinan
tersebut dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga
kemaslahatan rakyatnya terutama mengenai bidang perkawinan yang sesuai
dengan tujuannya yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa

rahmah. Hal ini sejalan dengan kaedah Ushul Fighi :

tatiadly Lia i 5 e () i

“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan
kemaslahatan.”*’

7 Duski lbrahim, Al-Qawa’id Al-Fighiyah (Kaidah-Kaidah Figih), Cet.l, (Palembang:
CV.Amanah, 2019), h.109
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Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan tertib hukum
dalam pencatatan pernikahan ini telah lama, terutama sejak lahirnya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun peraturan mengenai
pencatatan perkawinan ini telah disosialisasikan dan dilembagakan, akan tetapi
masih banyak hambatan yang ditemui untuk mengefektifkan peraturan tersebut.
Hambatan itu terjadi sebab masih ada masyarakat muslim yang memahami bahwa
peraturan perkawinan lebih mengutamakan perspektif fikih sentris.® Pemahaman
ini menanggap bahwa perkawinan sudah sah jika telah memenuhi syarat dan
rukun perkawinan seperti yang ditetapkan oleh ketentuan fikih, walaupun tidak
dibarengi dengan pencatatan perkawinan. Alasan inilah juga yang dahulu menjadi
salah satu bahan perselisihan yang tajam antara pemerintah dengan kelompok
umat Islam ketika RUU perkawinan akan diundangkan.

c.  Fungsi dan Tujuan Pencatatan Nikah

Pernikahan adalah perjanjian yang kuat dan diikat dengan adanya
persetujuan dan kesepaktan oleh kedua pihak. Salah satu unsur penting sekaligus
yang menjadi penguat adanya perjanjian tersebut adalah pencatatan perkawinan.
Oleh sebab itu, ada hal-hal yang perlu dipenuhi. Pertama: yang menjadi syarat
sahnya perjanjian. Kedua: asas perjanjian yang mengikat bagi pihak-pihak yang
membuatnya.l® Apalagi diantara tujuan dari pencatatan perkawinan adalah agar

ikatan pernikahan menjadi jelas dan terciptanya ketertiban pernikahan dalam

18 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 2013), h.92.

19 Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, Jurnal Dinamika Hukum, 10.3 (2010),
329-38.333-335.
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masyarakat.?® Hal ini tentu bertujuan untuk menjaga martabat dan kesucian
perkawinan, termasuk hak-hak kedua belah pihak terjaga agar tidak terjadi
penyelewengan.

Pada beberapa penelitian terdahulu telah disimpulkan bahwa pencatatan
nikah tidak menjadi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan. Kesimpulan
Shofiyah menyebutkan, baik secara syar’i maupun Undang-Undang Nomor 01
tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa keabsahan suatu pernikahan ditentukan
oleh ketetapan agama dengan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah
ditetapkan. Adapun pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting dan
merupakan suatu keharusan sebagai legalisasi perkawinan secara hukum negara
dengan melihat beberapa nilai manfaatnya. Dengan demikian tidak ada lagi pihak-
pihak yang dikorbankan dari sebuah pernikahan.?*

Keberadaan pencatatan perkawinan dalam tinajauan al-maslakah, dapat
dikategorikan sebagai buah dari ijtihad baru yang merupakan hasil dari produk al-
maslakah mursalah. Ilmu Ushul Fikih telah memberikan pelajaran terkait al-
maslakah mursalah yang menjadi dalil hukum dalam menetapkan hukum atas
beberapa permasalahan baru yang tidak tertuang dalam dalil qoth’i secara

eksplisit.??2 Meskipun keberadaan maslazah mursalah menjadi perdebatan, namun

20 Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, and Ahmad Fagih Hasyim, “Hikmah Walimah Al-
‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits”, Diya Al-Afkar:
Jurnal Studi Al Quran Dan Al-Hadis, 4.02 (2016). h. 176.

2L Shofiyah, “Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan”, Madinah: Jurnal Studi
Islam, 1.2 (2014), 117.

22 Imron Rosyadi, "Maslakah Mursalah sebagai Dalil Hukum.”" dalam Suhuf 24. 1,
(2012)." (2013), 15
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sudah banyak produk dan hasil keputusan sebuah hukum yang berdasar kepada

konsep al-maslakah mursalah tersebut.

Dilihat dari konsep al-maslakzah, beberapa hal yang membuat pencatatan
perkawinan menjadi suatu hal yang penting adalah :

1. Terjadinya pemalsuan identitas kedua mempelai dapat diantisipasi dengan
pencatatan perkawinan.

2. Pencatatan perkawinan menjadi legitimasi dan legalitas yang bersifat
dokumen, dalam rangka menguatkan identitas kedua mempelai.

3. Memperkecil terjadinya ketidak pastian hukum antara kedua mempelai.

4. Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan dapat terjamin
dengan adanya pencatatan perkawinan, apalagi yang bersangkutan tinggal di
Negara yang berideologi hukum, seperti Indonesia.

5. Pada aspek nasab, adanya pengakuan dan tercatat sebagai keturunan atau anak
yang dihasilkan dari hubungan kedua mempelai. Negara yang menganut sistim
tertib administrasi akan mewajibkan setiap anak yang lahir untuk
mendapatkan akte kelahiran yang tertera nama orang tua didalamnya. Dan jika
pernikahannya tidak dicatatkan, maka nama ibu saja yang tampil dalam akte
kelahiran tersebut, atau yang terbaru yakni anak yang dilahirkan dari
perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini secara tidak langsung akan
berdampak kepada anak dan psikologinya, termasuk ketika dilingkungan
sekolah saat bersama teman kelasnya, tidak menutup kemungkinan adanya

bullying dari teman temannya.
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Adapun standar al-maslakah menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf adalah

sebagai berikut :

1. Hendaknya kemaslahatan itu tidak berdasar pada persangkaan belaka dan
harus bersifat nyata.

2. Berlaku secara universal dan menyeluruh bagi semua lapisan dan tidak hanya
untuk kepentingan personal atau kelompok parsial saja.

3. Dalam hal penyusunan hukum yang berbasis kemaslahatan, maka jangan
sampai bertentangan dengan pengelolaan hukum dan prinsip-prinsip

syari’ah.?

Demikian pula, Wahbah al-Zuhaily, yang dikutip oleh Aminuddin Slamet
Widodo, menyimpulkan bahwa maslakah harus bersifat hakiki, bukan
berdasarkan pada anggapan yang kuat saja, demikian halnya al-maslakah tidak
seharusnya bertentangan dengan prinsip dasar syari’ah. Mengenai substansinya,
maslakah harus berlaku secara umum, artinya bukan karena sebab kepentingan
kelompok belaka.?*

Pencatatan perkawinan sebagai hal yang penting, menjadi tuntutan untuk
dijadikan regulasi sebagai bukti atau bayyinah adanya persaksian dalam sebuah
pernikahan. Tetapi bukan sebagai rukun yang menyebabkan sebuah akad

pernikahan menjadi batal kalau tidak mencatatankan pernikahannya, melainkan

2 “Abd al-Wahhab Khallaf, ‘llm Usal al-Figh, (Mesir: Maktabah al-Da’wah al-
Islamiyyah, 1990), h. 86-87.

24 Aminudin Slamet Widodo, Konsep maslakzah mursalah Wahbah Zuhaili relevansinya
dengan pernikahan sirri di Indonesia. Disertasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,
2012, IX.
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sebagai komplementer yang sifatnya menyempurnakan terhadap akad pernikahan
itu sendiri, sebab sifat dari pencatatan pernikahan adalah komplementer yang
wajib di dalam negara hukum seperti Indonesia. Maka keberadaannya dapat
dilakukan sebelum dan pada saat pelaksanaan sebuah akad nikah. Dari sisi
tinjauan al-maslakah, pencatatan pernikahan termasuk dalam maslakah yang
sifatnya hajiyyat, yang kemudian menjadi wajib dalam memenuhinya sebab
berantai dan bertalian dengan beberapa aspek yang lainnya dalam pernikahan,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya pada aspek keperluan
pembuatan akte kelahiran pada anak dan keperluan-keperluan lainnya. Demikian
pula untuk keperluan pengurusan perceraian kalau terjadi perselisihan antara
suami isteri yang berakibat pada perceraian. Pencatatan perkawinan merupakan
salah satu antisipasi terhadap kerugian dan kemudharatan diantara kedua pihak
dalam keluarga, meskipun sebenarnya, perkawinan tanpa dicatat pun sudah dapat
disaksikan oleh sakralisasi Agama. Akan tetapi untuk menjaga keturunan, menjga
harga diri, juga menjaga harta yang merupakan bagian dari magasid al-syari’ah
perlu adanya aturan atau regulasi yang bersifat sistematis dari sebuah negara.
Setiap warga negara akan lebih patuh terhadap sebuah ajaran agama jika ditopang
oleh kekuatan sebuah negara.

Peraturan perkawinan menempatkan pencatatan perkawinan pada tempat
yang penting sebagai pembuktian bahwa perkawinan telah dilangsungkan.
Pencatatan bukanlah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya sebuah

pernikahan. Perkawinan adalah sah dengan asumsi bahwa itu telah dilakukan
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berdsarkan pengaturan agama masing-masing, meskipun mereka tidak atau belum

terdaftar.

Urgensi pencatatan nikah sebagai legalitas perkawinan ditunjukkan oleh
adanya Akta Nikah. Keperluan Akta Nikah antara lain dapat digunakan untuk
mengurus berbagai keperluan terkait status perkawinan, bisa digunakan untuk
mengurus akte kelahiran anak dan lain sebagainya. Pencatatan pernikahan pada
hakekatnya merupakan hak dasar dalam sebuah keluarga, selain daripada itu
pencatatan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap isteri maupun anak
untuk memperoleh hak-hak dalam keluarga, seperti status nasab, hadhanah,
nafkah, kewarisan, dan lain sebagainya. Semua hak-hak isteri dan anak tersebut
dapat diperoleh dan tanpa diragukan lagi dengan adanya Akta Nikah.

Pernikahan sirri dapat diilustrasikan pada kasus seperti di atas, di mana
ketika isteri menuntut hak perlindungannya ke Pengadilan Agama menjadi
kandas. Hal itu disebabkan karena isteri tersebut tidak memiliki bukti formal
bahwa dirinya telah menikah dengan suaminya.

Fungsi pencatatan nikah disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah
sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan
seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat
keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan.” Perintah pencatatan
terhadap suatu pernikahan sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) undang-undang
nomor 1 tahun 1974 ditujukan kepada segenap warga negara Indonesia apakah ia

berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
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d. Prosedur Tata Cara Melaksanakan Pencatatan Nikah

Adapun tata cara atau prosedur dalam melaksanakan pencatatan
pernikahan sebagaimana di sebutkan didalam Peraturan Menteri Agama (PMA)

Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan meliputi:

1. Pendaftaran kehendak nikah

Pendaftaran kehendak nikah disebutkan pada bab Il dari PMA ini meliputi

permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dalam pasal 3 dan 4.

Pasal 3 ;

a. Pendaftaran kehendak nikah di lakukan di KUA kecamatan tempat akad

nikah akan dilaksanakan.

b. Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

c. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari

kerja s